% ubahnya tubuh tanpa lengan'kakg: v |
~ dan. kepaia Diskresi, dengan

- -_sebagzu la.ngkah. pi:ogtesﬁl .daiam_-:

- rangk meﬁgakomodam tuntutan
ﬂ.pubhk domesnk yang meng-
inginkan adanya sebuah badan yang
'dlharapkan dapat menmgkatkan
'kemandman profesmna.hsme dan
akuntabihtas ]a]aran Kepohsxan
Negaxa Repubhk Ind()nesm (Poh:t)

Keberadaan sebuah intitusi
pengawasan Poh:l semakm relevan
jika didasatkan pada asumsi kerja
kepolisian sebagai profesi yang
sarat dengan kewenangan diskretif.
Diutarakan Davis (1975), diskresi
merupakan intisari kerja kepolisian
dalam pelayanan publik, baik dalam
hal penegakan hukum maupun
pemeliharaan keamanan, dan

| _'_derruklan laksana pisau bermata
_'_ganda Ia merupakan titik. sumbu :
_keberhasﬂan ker a’ kepohs1an b

sekahgus tmk rawan. .bagi. ber-
langsungnya abuse of power (corrupt
dan brutality). petsonel kepolisian
sendiri. Dipetknat Iagi oleh catatan
kelam yang sempat mcnodaz

: hubungan antaia Po]_m dan masya-

rakat pada masa ‘Otde Baru, di
sampmg m331h derasnya kr1t151
khalayak ] 1uas tentang kmer]a Poln
kebutuhan akan adanya badan
pengawasan kepohsmn nasmnal
Iqan menemukan urgensmya '/

Untuk meiaksanakan tugas
pengawasan itw, institusi Polti pada
dasarnya dapat memfungsikan
Inspektorat Pengawasan Umum
dan/ atau Divisi Profesi dan Peng-

# Guru Besar Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana pada Pgr__gar_uaﬁ"ringgi il_mu Kepolisian




' ..amanan Poh:i untuk melakukan

_— pengawasan mul_ ot}
- penyelenggaraan mana;emen dan

fungsx Polri sampai pemlaku__:
individu anggota Polri. Proble-

: .'mankanya sepertl yang. banyak
'.dISOIfOL oleh masyarakat mekanis-
. mepen wasanmternalPo]n masih

- belum bcrﬁmgsx secara opﬂmal-
"Kesuhtan yang tcrdapat pada'

mekamsme supervisi internal ini
tldak teriepas dari karakter
pekerjaan kepohsmn yang sukar
dikontrol (unconitrolable), peng—
ambilan keputusan ‘dan tiansaksi
yang sukar terlihat (low: visibility),
serta subkuitur bempa sohdaxztas
1ntemai yang kohesif. " /4

" Scmng dengan t_dalc adekuamya
pengawasan mternal Po}_ti ~meka-
nisme pengawasan eksternai oleh
lembagawlembaga struktural Juga
dzpandang kurang efekuf mem-
ben}\an solusi terhadap peny}m«
pangan dan penyalah -gunaan
kekuasaan vang dilakukan oleh
jajaran kepolisian. Pengawasan
cksternal semacam ini acapkali
lebih bersifat formial daripada sub-
stansial. Raker Kapolri dengan
DPR, sebigai misal, cenderung
hanya berkedudukan sebagai

forum tanya jawab yang seringkali

. udak mampu mengungkap r:an__"_-
apa}.agz memaca}ﬁ{an peﬁ:masa]ahﬂ o

an. Pemcriksadn keuangaﬂ oleh:

BPK pun. dibatasi oleh kemam{ .

puan iembaga tersebut yang_'f- :
hanya bisa melakukan pemenksaan__ :

'pada ob;ek ob]ek terp:.hh

terutama pada level ‘nasional

: dzm pada umumnya dzdasarka 1
_ pada bukti-bukti pertanggung—

jawaban formal Demikian pula'i _
dengan iem_baga pra- peradﬂan -
yang di samping terlalu bersandar
pada bukt-bukt formai juga tidak
jarang dicurigaa karena men;ach
lahan

‘tawars mena\var antar

ap atat penegak hukum

Secara fundamental hendaia
utama bagi terc1ptanya badan
pengawasan yang efektif terietak
pada dimensi psﬂcologls para
petsonelnya, yakni keridak-
'mampuah aparat ?eﬂgéﬁraeaﬁ
dalam mempertahankan kemurnian
kerja mereka agar tetap betada
dalam konteks profesional.
Hubungan yang intensif antara
jajaran pengawasan dengan pihak
yang menjadi objek pengawasan
seringkali justra mengkontaminasi
konteks profesional itu dengan
mindframe personal. Pada gilirannya,
sukar untuk mengharapkan badan




xeallsam leblh lanjut atas substans1 _
UU No. 12, tahun 2002 adalah
ditetapkannya “Komisi Kepohsmn
Nasmnai” Sebagax nama resmi

lembaga kepohsmn nasmnal
Sebagai sebuah iembaga inde-
penden dengan lingkup tugas yang
sangat ‘dekat dengan Potri, di-
gunakannya istilah “Kormm

Kepolisian Na51ona1 d1pandang
sebagal nomenklatur paling pas
guna menempatkan Kormisi ini
pada kedudukan yang tepat dan
selaras dengan lembaga—lembaga
struktural terka.lt lain.

_ Setelah sekitar }Jma tahun ber—
]alan di tempat, baru pada minggu-
minggu belakangan ini, ide pem-

pengawasan itu mampu bertindak

bentukan Komisi chohszm

-

: S_u_sﬂo

Pernyataan Px:e31den SBY tak.'

ayal mendesak pihak-pihak yang
berkepentingan untuk sesegera

. "mung_kin . m_embi__d_a_ni lahir_py__a

Korms1 Kepolisian Nasional.

Untuk jangka pendek, keberadaaﬁ

Komisi Kepolisian Nasmnai
dlperlukan untuk membantu
Presiden menemukan kader
ter'balk yang paling pantas me-
rmmpm mstitusi Pold. Sedangkan
untuk ]angka panjang, satan-saran
Koxms1 Kepolisian Nasional dapat
dlmanfaatkan untuk menentukan
arah keb1 akan Poltl di rnasa-—masa
mendatang

Tanpa mengurangi : antusmsme
menyambut kelzhiran Komisi

Nasxonai _:kembaL mcnggema_._._

Sepert émyatakanf;. o
Bambangi__' :

; katan ng (\Wan]akﬁ) Premd_n'-:
" SBY nantli'lya' ]'u'ga akan memperu__? )
= :hankan pertlmbang*an«pemmbang~ 9
'__an Komxsx Kepohsmn ‘Nasional .
: sebelum menun;uk Kapoln yang'




- Kepolisian’ Nasional, penulis
- melihat. maszh adan}ra masalah
. substanaml yang terkandung dalam
YU No. 2 tahun 2002, yakni
berkemaan dengan cakupan

| -wewenang ‘Komisi-ini. Tidak

_ tcrmmp kemungkman masyarakat
akar secara’ xancu menyamakan

Komzsr ini- cengan Iernbaga~_

lembaga lain yang juga menyan—
daﬂg sebutaﬁ “komisi”. Konkrit-
nya pubhk bemnggapan bahwa
omisi Ixepohsmn Nasxonal juga

mcinpényai wewenang melakukan
penyelidikan langsung atas suata
keasus, seperti halnya yang dilakukan
oleh Komisi Nasionai Hak Asasi
Manusia dan Komisi Pembetan-
tasan Korupsi. Padahal, seperti
disebutkan dalam UU No. 2/2002,
Koimisi Kepolisian Nasional
adalah 'le"mb'aga non-struktural
yang berfungs1 membetikan saran
kepada presxden (adwm;j) boam’
czdwmry ro/e) mengenal atah ke-
bijakar} Polsi serta pengangkatan
dan pcmberhentlan Kapolri.
I\.om;sx ini bukan merupakan
badan pelaksana atau apalagi
sebagm lembaga kontrol yang
rnelakukan supervisi atas kerja

Polri. Kendati mengandung ms-

interpretation, pandangan masyarakat

semacam itu pada’ 'dasa_rﬁ*j}—é-f-:-
mezefleksikan harapan kolektif -
akan adanya suatu badan pelengkap
yang tidak hanya mampu bcrsmeg:g; g
dengan lembaga-lembaga penegak -
hukum lainnya, namun juga mem:
betikan tekanan ekstra ‘bagi Pold
untuk lebih menmgkatkan kualitas -

-.ker;anya Oleh karena in, ahh—ahhi.':

dmaﬁkarl begitu saja, kemglnan -
masyarakat itn panting untuk
dzpermmbangkan pada Waktu~
waktu mendatang guna memenuhl
ckspektasi publik yang melatar-
belakangl munculnya urgens1
pendirian Komisi Kepohsian
Nas:onal

.Dalam cermatan penulis,
kedudukan semata-mata sebagai
advisory board tidak mengoptimalkan
fungsi-fungsi.potensial yang
sebenarnya dimiliki Komisi
Kepolisian Nasional. Scbuah
wewenang yang lebih tinggl bagi
Komist ini diperlukan mengingat
Polri, di samping sangat meng-
andalkan diskresi, merupakaxi
institusi dengan kewenangan
memaksa yang sangat besar. Di
bidang penegakan hukum, misal-
aya, polisi dibolehkan meng-
hentikan seseorang di jalan,
menahan orang yang melakukan




.. sebaga.i foxmulato:i: gmdmg pmuzpk;j"ff- |
ak i, betesﬂio memunculkan pro»?;'jf-_'-

i"m'cimlal p01151 tengah'--'

o .mcngatw: bahkan merampas hak—' .
‘hak mexeka lewat otorltasnya yang :
:beszu: dan kuat mz Penll;uan ter— _
-hadap kewenangan p0h31 it ndak '

kenru karena poh51——- dan: Poln
tentunya———memang dl;usuﬂkam
mengambil tmdakan t1ndakan
tertentu yang dlatur secata legal
(uralan lebih lan]ut, baca ‘Dlmensu
Pene:apan Kewenangan P0h51
Famm Keadz/aﬂ 20 Maret 2005)

N Ag_e_u: _tetap : be__rac__l_a dalam_ koti-
dor legal, bahkan _lébi_h péi_:_ip_uxna
lagi memenuhi unsur &, polisi
dalam menjalankan tugasnya harus
berpedoman pada prinsip-prinsip
tertentu. Dapat dinalar, guna
merumuskan aturan main yang
tidak bias kepentingan serta selaras
dengan kaidah check and balance,
aturan main itu semestinya disusun

oleh sebuah komisi kepolisian yang

fbemnggotakan orang orang yang’_-:'_r_ 2
a- _relattf Iebih dapat dipertanggungm o
:]awa’okan ob;ekuvltas ketjanya. 0
;';' Kep:aia kepohsmn ;{endau pada::_'.f .3

ka - '.5biem akumab;.htas Pemermtah__-‘_
i maupun kepala pemenntahan, yang -
tidak stenl dari- kepentmgan:_i -
._pohtlk ]1ka berperan sebagai"
perumus gmdmg pﬂﬂcz_p/ex ]uga .
dikhawatirkan akan mengkoopasi
institusi kepolisian dengan méﬁ- o

jadikannya sebaga.t alat kekuasaan.
Apabila ini yang terjadi, maka

polisi yang pada hakekatnya juga
berkedudukan sebagai social agency
tak pelak akan terkebiri semata- -

mata men) adi State agengj;

Sampai d1 sini, guna meng—
konkritkan lingkup kewenangan
organisasi Komisi Kepolisian
Nasional, terdapat sejumlah model
lembaga pengawasan kepoiisia_ﬁ_
nasional yang dapat dipertimbang-
kan. Di Inggris, sebagai contoh,
terdapat Police Authority di setiap
propinsi (kecuali Mezropolitan Police
of London yang berada di bawah
gubetnur; namun tetap inde-
penden). Swedia’ memadukan




- '-;keanggotaan korrn31 dan plmpman |

"kepohsmn dalam wadah yang
- dlsebut Naz‘zafzal Polme Baard

_ Lebih spes1ﬁk negaxamegara
yang menggunalmn istilah “komisi”

untuk: 1embaga ‘pengawasan -

-kepohsmn nasional mereka adalah

o :_'_"F;hpma Korea dan Jepang‘

--_'Fihpma membentuk Natzofza/

“Police: Commission yang -d_lketual '

oleh 'seorang imenteri dan ke-
anggo'taa_ﬁnya'--diangkat' oleh
presiden. Wewenang Komisi ini
cukup luas, tér.mfi_suk menjatuhkan
tindakan’ tethadap anggota polisi
vang indisipliner. Di Korea ter-
dapat: Police Commission yang
keanggotaannya diangkat -oleh
presiden. Jepang mempunyal
National Pablic Safety: Commiission
yang dipimpin oleh seorang menteri
yahg ditunjuk oleh perdana menteri
dan beranggotakan lima orang
yang ditunjuk oleh perdana menteri
atas persetujuan dewan petwakilan
rakyat.

Bertitik tolak dari kompleksnya
tugas polisi, serta mencermati
sekian banyak kelemahan dan
anomali yang ada pada mekanisme
pengawasan terhadap profesi
polisi, dan belajar dad sejumlah

mb&el-komisi kepolisian yang . é&a
di negara- -negara lain, pentmg
dlgansbawahl bahwa otoritas yang

_1dealnya dipunyai oleh Komisi

Kepolisian Nasional di. Indonesia

petlu diperluas. hingga. }uga."

mehpun kewenangan menghasﬂkan :

. _kebqakan kepolisian @o!zgy«mz,ézfzg :

board) yang mencakup pula fungsi -

pengawasan_(controliing fzzf_zcz‘zo;; ),

bukan sebatas pembeti saran
(advisory board). Petluasan petan
ini akan menggeser usulan pem-
bethentian dan. p_engangkat_a._n
Kapolri dari lingkup perhatian
utamé_ (core busimess) Komisi
Kepolisian N_asibnal seperti yang
telah diformat saat ini. Meskipuxi
masalah tersebut tetap menjadi
tugas penting, pamun le_bih
kdmprehcnsif lagi, Komisi Ke-
polisian Nasional juga akan ber-
wenang :menghasilkan kebijakan
tentang organisasi Pold, mengawasi
sampal sejauh mana kebijakan itu
dilaksanakan Polri, mengawasi
operasionalisasi kebijakan di
lapangan (khususnya pencegahan
terjadinya penyalahgunaan ke-
kuasaan), melakukan penyeliaan

agar Polri mampu menjalankan
tugasnya secara efektif, efisien, dan
selalu mengedepankan kepentingan




o -terh ap pentmgnyaw péinbeﬁan :

b se bagaz salah satu butir

- Hukum (Law Summit A 2004)
.yakm membangun mekamsrne
pengawasan ekstemal yang
dilakukan oleh anggota masyarakat
terpilih yang bexkﬁé]itas dan ber-
integritas, sehingga dapat memini-
malisasi semangat melindungi
korps—khususnya kepolisian.

Agar kebijakan-kebijakan yang
dihasilkan Komisi Kepolisian
Nasional tetap bebas bias, maka
prasyarat mutlak bagi para
personel Komisi Kepolisian
Nasional adalah mereka semak-
simal mungkin tidak terkontaminasi
oleh politik kepentingan. Analog
dengan anggota DPR yang me-
rupakan cerminan kehidupan
berpolitik nasional, Komisi
Kepolisian Nasional diharapkan
juga dapat merepresentasikan
kehidupan sosial politik bangsa
yang direalisasikan dengan me-

9 _;- _-kompeten;; (unsui: '..sbszai) Sﬁbagm o
anggota-ang 'tar}faw Karenacksis-

engawasan kepada Komxsi'-'-_'- “tensi. Korms1 chchsmn Nasxos:; 10

:_ _. .1' .'Kepohsian Naszonal sebcnamya _ber szfat permsmen maka kepada__g'_'_f

'.pzra awak Kormsx Kepohsianfff--

_."j:._iNaskah KeSEPakatan Bersama __Naszonal S@P“‘ltﬂ?a diberikan

.:' ".'.':P1mp1nan Lembaga Penegakij’f' :fsuatu]armnan bahwamerekaakan
.dlkeioia seob]ekuf mungkin agar 1l
- dapat menjadi personel penga-

wasan yang profesional dé_ri'

amanah.

Kewenangan lebih luas yang_
direkomendasikan dimiliki Kommisi

Kepolisian Nasional pada masa
mendatang membawa konsekuensi
batu bagi instansi Polri. Yakni,
walaupun secara administratif
Polri berada di bawah kepala
pemerintahan (Presiden), namun
secara operasional ia berada di
bawah Komisi Kepolisian
Nasional. Dengan demikian,
Komisi Kepolisian Nasional
benar-benar menjadi jembatan
penghubung antara Presiden dan
Polri. Jika demikian halnya, maka
kelak menjadi bahan evaluasi ber-
sama apakah persetujuan DPR
tentang pen_}lnjukan Kapolri

baru— sepert yang dipraktikkan




R seiama mwmaSLh relevan untul«:_

| ?dipertaha kan

o :"pumaan terhadap organisasi dan -

) ﬁmg51 Kornisi Kepohslan Nasional

. _ ;_p_e;_h_l dﬂakukan secara berkesinamn-

angkah langkah penyem—_

: bungan Terlepas dari im,. sernua  3 .'
- kalangan seyogianya tetap menarﬁh:_
‘optimisme menyongsong kelahiran -

Komisi ini. Selamat datang,_[;
Korms1 Kepohsmn Nasmnal'




